
BUPATIENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 

NOMOR :>';::) 1A1-\ \jti L--0.!fi 
TENTANG 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 - 2028 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf i, Pasal 

22, Pasal 28, dan Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten 

Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana lnduk 

Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Enrekang 

Tahun 201 7-2028 perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 201 7 ten tang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 201 7 - 

2028; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4966); 

Menimbang: 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman 

Nasional, Taman Rutan Raya, dan Taman Wisata Alam 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5116); 
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Enrekang 2008-2028; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 

2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 

2011 Nomor 14); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7 Tahun 2014 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang 

Tahun 2014 Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32); 
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11. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG NOMOR 8 
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN 

KEPARIWISATAAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 2017 - 
2028. 

r>. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang. 

3. Bupati adalah Bupati Enrekang. 
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 
pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi 

antara wisatawan, Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 

6. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang 
dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

7. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di 

dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan 

komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, 
aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi 

terwujudnya Kepariwisataan. 
8. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta 

memberdayakan lingkungan dan mengaktualisasikan seluruh potensi 

yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan demi 

kesejahteraan masyarakat. 
















